
 
 

 
 

 

 
BUPATI TANGERANG 
PROVINSI BANTEN 

 

PERATURAN BUPATI TANGERANG 
NOMOR  10  TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD-PUG) 
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019-2023 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANGERANG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 67 Tahun2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan  Pengarusutamaan 
Gender di Daerah,  Pemerintah Daerah berkewajiban 
menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan 

berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, 
Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah dengan mengintegrasikan gender sebagai 
satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, 

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas 
kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Daerah, 
maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan            

Gender (RAD-PUG) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

Pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) 

Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 2851); 

2.Undang-Undang... 
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2000 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4010); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah  terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasiona;  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di Daerah sebagaimana telahdiubahdengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9          
Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan 

Pembangunan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah 
Tahun 2009 Nomor 09) ; 

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 

2009 Nomor 12); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor  5  Tahun 
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 05) 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05  Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 11); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1116); 

11.Peraturan... 
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11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 118 Tahun 2015 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tangerang; 

12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 119 Tahun 2015 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penganggaran 
Responsif Gender; 

13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 104 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang (berita 

Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 104); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH 

PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD-PUG) KABUPATEN 
TANGERANG TAHUN 2019-2023. 
 

  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Tangerang 

5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di daerah kabupaten 
Tangerang. 

6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD 

adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tangerang. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, selanjutnya 
disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Tangerang untuk           
periode 5 (lima) tahun.  

8. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Tangerang yang 

selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
OPD untuk periode 5 (lima) tahun. 

9.Rencana... 
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9. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan 

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

10. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya 

disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk 
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari 
perencanaan,penyusunan,pelaksanaan,pemantauan dan 

evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan 
pembangunan di daerah. 

11. Gender   adalah konsep yang mengacu   pada pembedaan 
peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang 
terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social 

dan budaya masyarakat. 

12. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki 

dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan 
haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan 
berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social 

budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam 
menikmati hasil pembangunan. 

13. Keadilan gender adalah sesuatu proses untuk menjadi adil 

terhadap laki-laki dan perempuan. 

14. Perencanaan responsive gender adalah perencanaan untuk 

mencapai kesetaraan gender, yang dilakukan melalui 
pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, 
dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. 

15. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan 
memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan 

perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya 
pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan 
manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara 

perempuan dan laki-laki yang timpang yang di dlaam 
pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti 
kelas social, ras dan suku bangsa. 

16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG 
adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan 

perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk 
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 

17. Focal Point ARG aparatur OPD yang mempunyai 

kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di 
unit kerjanya masing-masing. 

18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya 
disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi 
pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari 

berbagai instansi/lembaga yang terdapat di kabupaten 
Tangerang. 

19. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang 

selanjutnya disingkat RAD-PUG adalah merupakan 
dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya 

melaksanakan stategi pembangunan dengan 
mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi 
integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dab 
kegiatan di daerah. 

20.Badan... 
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20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. 

21. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

yang selanjutnya disingkat DP3A adalah Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Tangerang. 

 
Pasal 2 

 
Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2019-2023 adalah untuk: 
a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan 

dalam upaya pelaksanaan pengarustamaan gender; 
b. acuan dalam pelaksanaan Renstra OPD, terutama yang 

terkait dalam upaya pelaksanaan pengarustamaan gender 
pada SKPD/ unit kerja; 

c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan dan 
mengintegrasikan pengarustamaan gender dalam suatu 
kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, 

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 
 

Pasal 3 
 
Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2019-2023 adalah sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan pengarustamaan gender pada 
tahun 2019-2023 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok 

Kerja Pengarustamaan Gender (Pokja PUG) dapat berjalan 
lancar, terpadu, sinkron, dan bersinergi sesuai dengan kondisi 
dan karakteristik daerah. 

 

BAB II 
RAD-PUG 

 

Pasal 4 
 
(1) RAD PUG Tahun 2019-2023 melalui penguatan kelembagaan 

Pengarustamaan Gender, sosialisasi Pengaarustamaan 
Gender, implementasi perencanaan dan penganggaran yang 

responsive gender dan optimalisasi pelaksanaan pemantauan 
Pengarustamaan Gender. 

 

(2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di jadikan 
sebagai tolak ukur pencapaian Pengarustamaan Gender 
pada tahun 2019-2023. 

 
(3) RAD PUG Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 
BAB III... 
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BAB III 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 5 

 
BAPPEDA dan DP3A Kabupaten Tangerang melakukan 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun             

2019-2023. 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah 
Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Tangerang 

Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 
2018 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
  

Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. 

 
 
 

 
 

 

Ditetapkan di Tigaraksa 
pada tanggal 1 Maret 2019 

 
BUPATI TANGERANG, 

 

 

Ttd 
 

 
A. ZAKI ISKANDAR 

 
Diundangkan di Tigaraksa 
pada tanggal  1 Maret 2019 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANGERANG, 

 
Ttd 

 
 

MOCH. MAESYAL RASYID 
 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR  10 
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